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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha
Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2023 ini
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran Il huruf D
dijelaskan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan
berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Wali Kota
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2023 ini merupakan laporan setiap
tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Jambi sebagai salah satu komponen dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Kota Jambi Tahun 2023. Penyusunan laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan PP Nomor 3
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah. Kepada
mmpmnkfmgtnhhnmmuhhmam&anmumnm kami ucapkan
terima kasih,

Jambi, Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perllndungan Anak

NIP. 19711125 1992{]1 2001
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BAB |
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masayarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor
19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini
merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna
mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
diakhirmasa RPJMDP periode tahun 2018 — 2023 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berdasarkan
dengan rencana strategis perubahan tahun 2018-2023 dan rencana kinerja tahun 2023 yang
telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2023 yang
diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi:

2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan
pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya

4. Memberikan kepercayaan  kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi di dalam pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakal

#__—W
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1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor
Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi, adalah sebagai Berikut -

%
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1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, yang diturunkan dalam
Peraturan Walikota Jambi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai tugasmembantu walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakal serta pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.

Dalam penyelenggaraan tugas dan kewsjiban tersebut. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi, dipimpin oleh Dra. Hj.
Noverintiwi Dewanti, ME yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat
struktural sebagaimana terdapat dalam strukiur organisasi sesuai dengan peraturan
walikota di atas.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat
dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait
urusan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi Secara umum isu strategis dapat bersumber dari
lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, antara lain
sebagai berikut:

1. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan
secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan
dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan pengembangan usaha ekonomi
produktif dalam meningkatkan pendapatannya

2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian lingkungan karena keterbatasnya akses masyarakat dalam mengelola
potensi sumber daya alam lokal

3. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan dan mendayagunakan
Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seria
penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat
masih sangat terbatas
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4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan karena masih
rendahnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat

5. Belum optimainya kepedulian masyarakat dan kegiatan pelestarian adat dan budaya

6. Masih kurangnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan
memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampaknya terhadap kehidupan laki-
laki juga berbeda dari perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan
kebijakan masih terjadi netral gender dan terjadi kesenjangan gender di berbagai
bidang kehidupan

7. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif
terhadap perempuan dan belum peduli anak

8. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di
semua kalangan

9. Masih kurangnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan
yaitu di legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.

10. Masih adanya kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking/TPPQO), kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, pencabulan,
penelantaran, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masih banyaknya
Masyarakat yang tidak berani mengadukan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan
anak yang mereka alami karena menganggap hal tersebut adalah aib sehingga banyak
kasus yang belum terungkap.

11. Masih adanya kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking)

12. Masih adanya kasus tenaga kerja anak dibawah umur

13. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

14. Pelecehan seksual dan pencabulan serta penelantaran dan kekerasan terhadap anak
masih terjadi

15. Masih tingginya angka pernikahan anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas

16. Maraknya perilaku anak dalam aktivitas geng motor

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki sumber daya
manusia dalam jumlah 84 Orang. Pada Tahun 2023 terdapat 84 Pegawai yang
terdiri dari 28 Orang PNS dan 56 Orang Tenaga Kontrak. Sedangkan bila dilihat
berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai perempuan
yaitu sebanyak 60% (50 Orang) dan sisanya sebanyak 40% merupakan pegawai
perempuan (34 Orang).
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Tabel 1. 1

Komposisi Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

NAMA JABATAN JUMLAH PPENDIDIKAN

2 4
Kepala Dinas 1 orang 52
Sekretaris 1 orang S1
Kepala Bidang orang S1dan S2
Kepala Sub Bagian 3 orang 3 —
Staf Fungsional Tertentu 11 orang S1 dan S2 ]

B Kepala UPTD 1 orang S2 L

Kasubbag TU UPTD 1 orang S1
Staf Fungsional Umum 7 orang SMA dan S1
Pegawai Jasa Kerja Kontrak 56 orang 15;1;.03, S1 dan
Jumiah 84 orang |
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1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung

sebagaimana terinci pada tabe! berikut:

Tabel 1. 2

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2023

No |JENIS BARANG JUMLAH
1 Roda Dua 17
2 | Roda Empat 9
3 | Komputer PC 12
4 Lap Top 33
5 Printer 29
6 | Kamera Digital 2
7 | Telepon PABX system 4 line 1
8 Kursi kerja sandaran tinggi 25
9 Kursi kerja sandaran rendah 8
10 | Kursi komputer 6
11 | Kursi lipat 96
12 | Meja komputer 8
13 | Meja % biro 34
14 | Meja Biro 15
15 | Meja Rapat 4
16 | Lemari Arsip 16
17 | Kursi Tamu 8
18 | Kursi Lipat 70
19 | Kursi Rapat 100
20 [TV 2
21 | Faxsimile 1
23 |AC a7
24 | Dispenser 10
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|25 | Papan Data 4 ]

26 | Lambang Negara

27 | Bendera Merah Putih 1
28 | Magic Jar 1
29 | Brankas 1
30 | Jam Dinding 6
31 | Papan Pengumuman 3
32 | Rak Gantung 1
33 | Hardisk External 1
34 | Alat Pemadam Kebakaran 2
35 | Teralis 1
36 | Hordeng 2
37 | BesiRell 1
38 | Lemari Pakaian 1
39 | Lemari Cenderamata 1
40 | Lemari Galeri Sekretariat PKK 2
41 | Karpet 25
42 | Panggung Pelaminan Adat 1
43 | Infokus 2
44 | Papan Merk 1
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1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinefja tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp 12.905.191.630. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan
baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan
indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tahun 2023 adalah sebagal
berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar pefjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta
anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan
n‘rakahamsﬂi&laskanmrinciaebabpenyebableﬂadi perubahan atau pergeseran.

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas
kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja
secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-
langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara
menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-
tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk
analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP
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Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta
sirategis pemecahan masalah.

LAMPIRAN
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BAB Il

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi
telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023. Renstra
Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Jambi merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi
yang tertuang dalam RPJMDP Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk
pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perfindungan Anak Kota Jambi Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari
kesuskesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
periode sebelumnya. RPJMDP Pemerintah Kota Jambi merupakan dokumen landasan
atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang
menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus
dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2018-

2023 ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Jambi Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun
2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Adapun Visi
yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS
MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDAPANKAN
PELAYANAN PRIMA"™
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Visi tersebut mengandung makna:

Pusat Perdagangan dan

Jasa:

Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang
dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang
didukung sarana dan prasarana yang memadai
termasuk penggantian moda;

Berbasis Masyarakat:

Community based merupakan suatu upaya
pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat
mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif
untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di
ingkungan serta bersedia untuk menerima
perubahan;

Berakhlak:

Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi
harus bersikap sopan santun, baik yang
memberikan pelayanan maupun yang menerima
pelayanan;

Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran,
keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi
pembangunan;

Pelayanan Prima:

| Upaya memberikan pelayanan kepada masyarka

secara tepat, cepat dan mudah

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima)

misi yakni:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi

Informasi:

2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas, dan Kenyamanan Masyarakat:

3. Penguatan, Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan sefta Penataan

Lingkungan;

4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan:
§. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan,

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2018-2023
lnmabtndiﬂtasn'ﬂkamuaidenganmgaﬁdanhmgshyﬂ untuk membantu Walikota Jambi
dalam penyelenggaraan pelayanan prima. Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Jambi mendukung misi “Peningkatan Kualitas Kehidupan

Masyarakat Perkotaan®

LKIP DPMPPA 2023
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